
TINJAUAN HUKUM  

TERHADAP PELANGGARAN HAK JAMINAN 

SOSIAL PEKERJA YANG DI PHK  

(PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA) 

  

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

Oleh: 

Muntomi 

201610115106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 

2020 



Tinjauan hukum.., Muntomi , Fakultas Hukum 2020



Tinjauan hukum.., Muntomi , Fakultas Hukum 2020



Tinjauan hukum.., Muntomi , Fakultas Hukum 2020



Tinjauan hukum.., Muntomi , Fakultas Hukum 2020



ABSTRAK 

 

Muntomi, 201610115106, Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Jaminan 

Sosial Pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

 

 Pemutusan Hubungan Kerja merupakan permasalahan yang sering terjadi 

didalam hubungan kerja. Berakhirnya hubungan kerja antara pengusaha dan 

pekerja dapat terjadi karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan karena 

adanya perselisihan hubungan industrial. Pengusaha maupun pihak tenaga kerja 

harus berupaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dalam hal 

terjadi pemutusan hubungan kerja, selama belum ada penetapan dari Lembaga 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pengusaha wajib 

melaksanakan kewajibannya terhadap pekerja. Dalam praktiknya, terdapat 

peristiwa dimana pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pekerja 

yang proses pemutusan hubungan kerjanya belum memiliki kekuatan hukum tetap  

diantaranya adalah mengluarkan pekerja dari kepesertaan jaminan sosial BPJS 

Baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh pekerja yang diputus hubungan kerjanya untuk 

memperjuangkan haknya berupa jaminan sosial dan untuk mengetahui sanksi 

hukum terhadap pengusaha jika tidak menjalankan kewajibannya terhadap pekerja 

yang diputus hubungan kerjanya menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode yuridis normatif. 
  Keharusan pengusaha untuk tetap melaksanakan segala kewajibannya 

kepada pekerja dalam proses pemutusan hubungan kerja diatur dalam kententuan 

pasal 155 ayat 2 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Dalam prakteknya banyak pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya 

membayar hak-hak pekerja dan mengeluarkan pekerja dari kepesertaan jaminan 
sosial. Untuk memperjuangkan haknya pekerja dapat melakukan upaya hukum. 

Selain melakukan upaya hukum pekerja harus melaporkan diri kepada BPJS 

tempat pekerja terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Berdasarkan hasil 

penelitian terdapat 2 (dua) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang 

diputus hubungan kerja (PHK) untuk memperjuangkan haknya berupa jaminan 

sosial yaitu melalui upaya penyelesaian di pengadilan (litigasi) maupun 

penyelesaian di luar pengadilan. Upaya penyelesaian diluar pengadilan antara lain 

melalui cara Bipartit, Konsiliasi, Mediasi. Upaya hukum lainnya  adalah 

mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. 

 

Kata Kunci, Pelanggaran Hak Pekerja, Jaminan Sosial, PHK 
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ABSTRACT 

 

Muntomi, 201610115106, Judicial Review on Social Security Rights Violation on 
Termination of Employment Cases. 

Termination of employment is a common problem in the work industry. The 
termination of employment between employers and workers can occur due to 
expiration of the employment agreement and due to industrial disputes. 
Employers and Labour parties must strive to prevent termination of employment. 
In the event of termination of employment, as long as no stipulation from the 
industrial relations dispute resolution institute, entrepreneurs must carry out 
their obligations to the workers. As a matter on fact, there is an event occurs 
where employers do not carry out its obligations on workers whose work 
termination process has not had the legal force remained among them is (from 
the social security membership BPJS both BPJS Kesehatan and BPJS 
Ketenagakerjaan). 

This research was conducted to find out the legal remedies that can be done by 
the workers who are disconnected to fight for the right of social security and to 
know the legal sanctions on employers if they do not carry out their obligations to 
workers who are disconnected under the law No. 13 year 2003 on employment. 
The method utilized in this research is the normative juridical method. 

 The obligation of the entrepreneur to carry out all its obligations to the workers 
in the process of termination of employment is governed by article 155 
paragraph 2 of the law No. 13 year 2003 on employment. In practice many 
entrepreneurs do not fulfill their obligations to pay workers rights and remove 
workers from the membership of social security. To fight for the rights of workers 
can make legal efforts. In addition to legal efforts workers must report 
themselves to BPJS where workers are registered as social security participants. 
Based on the results there are 2 (two) legal remedies that can be done by the 
worker to fight for the rights of social security, namely through a settlement 
effort in a court (litigation) and a settlement outside the court. Settlement efforts 
outside the courts, among others, are bipartite, conciliation, mediation. Another 
legal remedy is to file a lawsuit in the Industrial Relations Court of the District 
Court. 

 

Keywords, worker rights violations, social security, PHK 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

MOTTO 
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